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KATA PENGANTAR 
 
Pesantren adalah institusi pendidikan Islam tradisional dan non-
formal yang tertua di Indonesia. Institusi ini adalah fenomena yang unik 
Indonesia, tidak ditemukan di belahan dunia yang lain. Belakangan ini 
terdapat penilaian yang salah yang berkembang bahwa pesantren itu 
dikatakan sebagai lembaga yang melatih kelompok-kelompok teroris, 
mempromosikan fanatisme Islam, dan mendakwahkan budaya konservatif. 
Sehingga, sebagian pesantren pun kemudian mengubah paradigma 
mereka, yaitu, dari konservatisme ke progresivisme modern, sementara 
yang lain lebih memilih tetap tradisional. 
Tujuan buku ini adalah untuk membuat analisis sistematis yang 
mendalam terhadap peranan dan sumbangan pesantren dalam 
pembangunan wilayah pedesaan Jawa, terutama di Kabupaten 
Tasikmalaya yang jumlahnya pada tahun 2009 mencapai 761 pesantren. 
Kajian dalam buku ini menggunakan metode kajian kasus berganda 
(multiple-case studies). Kasus-kasusnya terdiri dari tiga pesantren besar 
dan tiga pesantren kecil, semuanya berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. 
Pesantren-pesantren itu terdiri dari tiga kategori: tradisional, modern, dan 
kombinasi. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan 
untuk mengumpulkan data. Wawancara tatap muka berdasarkan pada 
standard yang dikembangkan untuk kajian ini, yaitu dalam bentuk angket 
sebagai instrumennya. 
Temuan kajian menunjukkan bahwa semua pesantren membangun 
sendiri dan melaksanakan rancangan pembangunan, baik untuk di dalam 
pesantren itu sendiri maupun untuk pembangunan desa, yang menjadi 
lingkungan sosialnya, karena kebanyakan pesantren memang berada di 
pedesaan. Kajian mendapati bahwa kebanyakan pesantren telah 
memodernkan sistem pembelajaran dan manajemennya. Kepemimpinan 
yang berasal dari kharisma kyai yang bersifat individual pun kemudian 
berubah kepada kepemimpinan kolektif. Begitupun dengan respon 
pesantren terhadap program pembangunan yang ditawarkan dan 
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Indonesia, itu bersifat positif. 
Kajian mendapati juga bahwa pesantren telah banyak 
menyumbangkan peranannya pada pembangunan pedesaan. Dalam 
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pembangunan ekonomi, pesantren telah menyumbangkan peranannya 
dalam latihan keahlian, dalam memberikan lapangan pekerjaan, dalam 
menyumbangkan hasil pertanian, meramaikan perniagaan, menumbuhkan 
industri kecil, dan memberikan permodalan kepada masyarakat desa.  
Dari kajian dapat dirumuskan bahwa pesantren telah berhasil 
menjawab tantangan zaman dengan menjadi institusi pendidikan yang 
mampu membangun dirinya sendiri sekaligus membangun masyarakat 
lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa sekolah berbasis masyarakat 
(community-based school) sudah mengakar pada pesantren. 
Adapun strategi yang diguna di kalangan pesantren adalah strategi 
adaptasi terhadap kemodernan. Walaupun demikian, dari berbagai sudut 
pesantren telah mampu memodernkan dirinya dan masyarakat sekitarnya 
tanpa hanyut terbawa arus modernisasi yang terbaratkan (Westernized). 
Demikian karena pesantren, walaupun itu sebuah institusi yang 
termodernkan, ia tetaplah institusi keagamaan yang mempunyai prinsip-
prinsip tertentu yang teguh dan berkelanjutan.  
Secara keseluruhan, kajian ini menerangkan tentang sikap otonomi 
yang selalu dikembangkan pesantren. Ini memberikan ruang yang amat 
luas bagi pesantren untuk bisa merespon kepada peluang dan tantangan 
dari program-program pembangunan yang dijalankan oleh pihak-pihak 
pemerintah juga merespon kepada kekuatan dan kelemahan dari 
perkembangan masyarakat. 
Jakarta, 6 Juni 2012  
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BAB IV 
MENUJU PESANTREN PEMBANGUNAN 
A. Resume 
Pesantren sudah jelas merupakan tempat digodoknya generasi 
muda berkarakter. Karakter-karakter itu dibangun berdasarkan landasan 
etis yang dijunjung tinggi di pesantren. Landasan etis, bahkan teologis itu, 
pada akhirnya ditujukan untuk pengembangan pribadi-pribadi yang maju, 
membangun, dan berkarakter. Di sini nampak peran lembaga pendidikan 
terhadap penanaman karakter pada generasi muda.  
Pesantren mempunyai peran sentral untuk mendidik para santri, 
anak-anak, bahkan keseluruhan penduduk yang ada di sekitarnya. Dengan 
menjadi wakil orang tua santri, wakil dari masyarakat, dan bahkan wakil dari 
pemerintah, pesantren telah mengkarakterkan santrinya, dengan 
kepribadian yang baik. Dengan pengelolaan lembaga pendidikan yang 
mengajarkan kehidupan yang baik selama 24 jam setiap harinya, pesantren 
telah mencetak santri dengan karakter yang baik. Di sini pesantren berguna 
untuk para orang tua yang menitipkan anak-anaknya. Dengan keterlibatan 
pesantren pada pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia pada 
penduduk sekitarnya, pesantren pun berguna untuk masyarakat. Di situlah 
terasanya fungsi pesantren bagi  bangsa dan negara. Di sini negara telah 
terbantu tugasnya dalam ”mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan dengan 
manajemen pembangunannya, dapat ”mensejahterakan rakyat.” 
Pesantren, dengan demikian, merupakan contoh usaha masyarakat sipil 
(civil society) memajukan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri 
(self-reliant society) (Rahman, 2011). 
 Setelah landasan etis dan teologis yang membekali pesantren dalam 
sikapnya terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan, berikut ini adalah 
kesimpulan tentang bagaimana pola manajemen pesantren sebagai 
institusi sosial dan pembangunan masyarakat: 
1. Pola manajemen pesantren yang utama adalah untuk kelangsungan 
(survival) pesantren itu sendiri.  
2. Kaderisasi adalah hal yang mutlak dilakukan di pesantren karena 
usaha ini dilaksanakan demi kesinambungan (sustainability) 
pesantren. Pola kaderisasi ini berbeda antara satu pesantren 
dengan pesantren yang lain, bergantung kepada jenisnya. Di 
pesantren tradisional (salafi), kaderisasi terjadi dari kyai kepada 
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keluarganya. Selepas itu barulah kaderisasi kepada santri-santri 
yang mau mengabdikan diri mereka. Di Pesantren Kombinasi, 
kaderisasi dilakukan dengan cara mendirikan yayasan (foundation) 
yang terdiri dari keluarga kyai dan mereka yang mau berkhidmat 
kepada kyai. Sementara di pesantren modern (khalafi), polanya 
sama sekali berlainan. Di sini, organisasi induk pesantrenlah yang 
akan menentukannya. Pola manajemen yang ditetapkan adalah 
berjama’ah, dan bukan individual. 
3. Bagaimanapun, pola manajemen modern seperti spesialisasi, 
pengaruh, promosi, dan sebagainya dilakukan oleh pesantren, 
termasuk oleh pesantren tradisional. Tanpa manajemen modern, 
pesantren akhirnya akan bangkrut seperti yang dialami oleh 
pesantren-pesantren tradisional kecil. 
4. Untuk tujuan spesialisasi dan delegasi otoritas, pesantren 
mendirikan institusi-institusi pembantu seperti Dewan Kyai, Dewan 
Guru, yayasan, dan sebagainya. 
5. Sumber dana pesantren pada mulanya berasal dari kyai dan 
keluarganya. Kemudian, setelah berjalan, pesantren lebih banyak 
tertumpu pada iuran para santri dan sumber-sumber lain termasuk 
orang tua santri, masyarakat, dan pihak pemerintah, bahkan pihak 
luar negeri. 
Setelah memodernisasi dirinya, pesantren pun kemudian bertindak 
sebagai pusat kegiatan pembangunan komunitas. Dari sini didapati bahwa: 
1. Pesantren adalah sumber kekuatan masyarakat yang bisa membangun 
dirinya sendiri dan juga bisa membangun masyarakat sekitar. 
2. Dalam hal pembangunan masyarakat desa, pesantren telah banyak 
menjalankan program yang bisa mengembangkan potensi masyarakat 
desa. 
3. Di antara program yang dijalankan untuk membangun desa itu, pesantren 
telah melatih masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dengan 
memberikan latihan keahlian seperti latihan pertanian dan industri kecil. 
4. Pesantren juga telah memberikan peluang (opportunity) pekerjaan untuk 
masyarakat, misalnya pekerjaan untuk guru, dosen, karyawan, pekerja 
bangunan, pekerja dapur, dan sebagainya. 
5. Pesantren turut menghasilkan produk-produk pertanian, misalnya dalam 
penambahan hasil padi dan perikanan. 
6. Pesantren juga telah meningkatkan kehidupan ekonomi desa, karena 
telah menambah jumlah pedagang di pesantren dan membuka warung-
warung di pesantren. Warung-warung tersebut tidak terbatas pada 
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warung-warung makanan dan minuman tetapi juga toko foto copy, kedai 
buku, kitab, bahkan toko pakaian. Dengan adanya manajemen 
pesantren yang cakap, koperasi pesantren dipercaya oleh warga untuk 
mengurus masalah rekening listrik, pos dan telekomunikasi, dan lain-
lain. 
7. Selain mendidik masyarakat dalam bidang kemahiran, termasuk 
kemahiran mendirikan industri kecil (home industry), pesantren juga 
mendirikan tempat pelatihan untuk industri kecil, yaitu dari industri 
makanan hingga industri bahan bakar. 
8. Pesantren juga mendirikan warung-warung sendiri untuk menanggung 
keperluannya. Selain itu, pesantren juga mempunyai warung-warung 
yang diperuntukkan bagi membantu masyarakat yang memerlukan 
barang-barang keperluan, tanpa perlu ke kota. Alhasil, ada toserba dan 
mall di pesantren. 
9. Pesantren juga mengembangkan kehidupan ekonomi desa dengan 
memberikan pinjaman modal bagi masyarakat sekelilingnya untuk 
mengusahakan kegiatan yang produktif. 
10. Pesantren juga berfungsi sebagai institusi sosial yang memikirkan 
keperluan sosial masyarakat desa. Program sosial yang dijalankan di 
pesantren, misalnya adalah untuk merayakan syiar pada hari-hari besar 
Islam, membagi sedekah kepada yang miskin, anak yatim, dan orang 
tua jompo, menjaga fasilitas umum di desa seperti pengairan, tempat 
mandi (tempat mandi), cuci, kakus umum, kebersihan desa, khitanan 
massal, cukuran bayi, dan sebagainya. 
B. Kekuatan Ekonomi Pesantren 
Barangkali diandaikan bahwa pesantren itu begitu perkasa, 
sehingga bisa membantu pembangunan di pedesaan. Apa yang sebetulnya 
terjadi adalah bahwa pesantren telah berperan sebagai salah satu lembaga 
yang dipercaya masyarakat untuk menampung zakat. Oleh karena itu, 
sebagai implikasi dari kajian ini adalah pembahasan yang cukup panjang 
lebar tentang zakat, yang dengannya pesantren menjadi kuat secara 
ekonomi. Dan dengan itu pula, pesantren dapat menyalurkan zakat tersebut 
pada yang berhak menerima dengan cara-cara yang mengikuti 
perkembangan zaman. 
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Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung 
pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah 
mempunyai ukuran kemampuan (nisab) wajib membersihkan harta 
bendanya dengan memberikan sebagian harta bendanya kepada orang-
orang yang berhak. Karena menurut Al-Shawkani (2007) zakat secara 
linguistik memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan (growth) dan juga 
penyucian (purification). 
Ciri-ciri ini memberikan peran penting kepada zakat dalam Sistem 
Makro ekonomi Islam. Ia dipungut dari harta bersih, baik yang digunakan 
dalam kegiatan-kegiatan produktif, disimpan, maupun yang digunakan 
untuk bermewah-mewahan. Dengan demikian, zakat dapat mengendalikan 
hal-hal berikut ini: 
a) Pengalokasian harta produktif  di antara berbagai manfaat alternatif. 
b) Sarana-sarana produksi yang tidak produktif. 
c) Pengalokasian pendapatan di antara pengeluaran dan tabungan. 
d) Pengalokasian tabungan-tabungan di antara manfaat-manfaat 
produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna. 
 Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam 
masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem Kapitalisme 
ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi yang dikuasai oleh 
segelintir manusia yang beruntung (the most advantaged), hingga 
mengabaikan orang yang kurang beruntung (the least advantaged) yang 
sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal 
pendapatan yang ada dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan 
industri dan perdagangan dalam negeri. Karena suatu tatanan ekonomi 
yang didominasi monopoli, selalu merintangi pemanfaatan sumber daya 
ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya (Rahman, 2010).  
 Zakat adalah pajak wajib bagi kalangan Muslim yang kaya, yang 
bertujuan melenyapkan perbedaan pendapatan yang mencolok dan 
mengembalikan daya beli kepada rakyat miskin. Menurut ajaran Al-Qur’an 
tidak salah orang berusaha untuk memperoleh uang, tetapi adalah tugas 
negara untuk mengusahakan tidak adanya seorang pun dari warga 
negaranya yang tidak memperoleh kebutuhan hidup yang sangat penting. 
 Tujuan tersebut dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat 
secara tepat dikalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan 
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memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan 
keseimbangan antara permintaan dan pemasok barang, dengan demikian 
memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan, 
meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan dan kemakmuran 
nasional. Oleh karena itu, zakat menguntungkan si kaya maupun si miskin, 
mereka yang membayar maupun yang menerimanya. Sebagaimana 
dinyatakan dalam Al-Qur’an “zakat membawa kesejahteraan baik bagi 
orang yang membayarnya maupun yang menerimanya”. Jika hal ini 
terwujud, maka posisi pesantren sebagai penerima dan penyalur zakat 
merupakan salah satu kunci untuk mensejahterakan semua (prosperity for 
all). 
 Dengan demikian, di sini zakat bukan merupakan tujuan melainkan 
alat untuk mencapai tujuan itu sendiri. Jadi hakikat zakat tidak terletak 
dalam ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang 
direncanakannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa semakin besar 
pengaruh Islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutannya 
sehingga distribusinya pun dapat berjalan dengan mulus, selain 
kemungkinan penghindaran pembayaran pun semakin sedikit. Di sinilah 
dituntut peran pesantren untuk menanamkan jiwa Islam di kalangan 
masyarakat. Zakat akan mengikis dana tabungan yang menganggur, 
menghambat terjadinya penimbunan, dan merangsang investasi.  
 Norma-norma Islam dianggap dapat memberikan efek positif terhadap 
investasi dengan asumsi bahwa perubahan ini benar-benar terjadi dan 
lingkungan investasi yang sesuai benar-benar ada. Bagi hasil berdasarkan 
nisbah yang adil antara pemberi modal dan pengusaha dianggap akan 
mengarahkan alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Dengan 
dihilangkannya salah satu sumber pokok dari ketidakpastian dan 
ketidakadilan yang memengaruhi keputusan investasi, pengusaha akan 
lebih mudah untuk melakukan pengambilan keputusan. Mengubah, 
“penabung menjadi pengusaha” (memakai istilah Ingo Karsten), 
memungkinkan risiko bisnis terdistribusi lebih merata, dengan jalan 
memperbaikai iklim investasi (Sulaiman, 1985). 
Zakat dalam berbagai bentuknya berfungsi membangun pajak 
kekayaan negara, karena mendayagunakan semua bentuk kekayaan yang 
ada. Tidak seperti halnya dalam pajak modern, pengaturan pengumpulan 
zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Dalam 
hal ini pesantren dapat memberi contoh bagaimana ketatalaksanaan zakat. 
Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi, 
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dapat menghapuskan tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta 
sebaliknya dapat menciptakan retribusi yang merata, disamping dapat pula 
membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari 
peredaran uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan 
peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak dapat dan tidak mereta 
dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar. 
 Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai modal pembiayaan 
mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan 
asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan 
melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. 
Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk 
kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah 
ditetapkan dalam anggaran. 
 Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban 
pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. 
Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-
ukuran fiskal dan skema-skema retribusi pendapatan serta perluasan 
lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui 
bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri. 
 Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban 
moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan 
yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema 
jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat 
terhapuskan dari masyarakat. 
Zakat akan mendorong investasi  secara langsung dan tidak 
langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap 
kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau 
diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatkan konsumsi 
barang barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya 
pendapatan orang-orang fakir-miskin karena zakat maka permintaan 
terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. 
Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi 
barang-barang dan jasa-jasa pokok. 
Zakat memang merupakan salah satu kekuatan ekonomi pesantren 
untuk melakukan amalan baik pesantren kepada masyarakat. Namun, 
selain zakat, pesantren pun siap menerima pemberian wakaf. Begitu juga 
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sadaqah atau infaq yang bersifat sukarela (voluntary). Dari semuanya itu, 
pesantren dapat menyumbangkan kepada masyarakat hal-hal berikut ini: 
1. Memperbaiki Taraf Hidup 
Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat (al-
Shawi & al-Mushlih, 2001). Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di 
bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan 
dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah 
serius yang harus dipecahkan. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua 
macam. Pertama, kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan 
pengetahuan tentang sistem manajemen (dalam arti sederhana), 
bimbingan, memberikan pengetahuan tentang industri rumahan (home 
industry), dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan 
permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan 
maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain-lain. 
Pemberdayaan zakat dalam rangka perbaikan taraf hidup di antaranya 
pada: 
a. Petani kecil dan buruh tani  
Golongan ini jumlahnya paling besar di negara kita. Dan untuk 
meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan pertama 
memberikan pengetahuan tentang industri kecil (small-scale industry) yang 
harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan 
pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat 
menambah penghasilan. Kedua, memberikan bantuan modal baik berupa 
uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing, sapi atau kerbau, dan 
lain-lain). 
b. Nelayan  
Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan 
tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya masih di bawah garis 
kemiskinan.Kalaupun mereka menggunakan kapal motor, umumnya 
mereka hanya menyewa atau malah hanya sebagai buruh kapal. Para 
nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan (untuk menangkap 
ikan) dan membantu mengeluarkan pemasarannya. 
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c. Pedagang/Pengusaha Kecil 
Usaha yang lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf 
hidup mereka adalah memberikan pengatahuan tentang sistem 
manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu 
mengelola usahanya dengan baik. Selain itu, juga memberikan pinjaman 
modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. 
2. Pendidikan dan Beasiswa 
Pesantren pun menyalurkan beasiswa bagi keberlangsungan 
pendidikan masyarakat sekitarnya. Untuk itu, pihak pesantren selalu sedia 
menerima titipan zakat. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan 
menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa 
pendidikan (al-Shawi & al-Mushlih, 2001). Biasanya lembaga pendidikan 
Islam yang ada seperti pesantren yang ada di desa-desa, keadaannya 
kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk 
membina disamping kekurangan-kekurangan lainya seperti tenaga guru, 
perencanaan, kurikulum, dan sebagainya. Disamping itu, masalah lain yang 
dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka 
yang sebagian besar memang masih jauh dari garis garis kecukupan, 
akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah 
bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah yang seperti ini 
yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu 
dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki 
oleh ajaran Islam. Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan 
pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua: pertama, memberikan 
bantuan kepada pesantren, organisasi atau yayasan yang bergerak dalam 
bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaanya diserahkan 
sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana-sarana 
pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat 
diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang saja 
atau juga secara rutin untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. 
Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu 
atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, 
sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu 
yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus zakat seperti pesantren. 
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3. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran 
Kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah 
mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran (al-Shawi & al-
Mushlih, 2001). Hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya 
dan pengangguran pada khususnya, akhir-akhir ini juga masalah yang 
serius yang sedang dihadapi. Angkatan kerja yang kurang lebih berjumlah 
60 juta orang itu tidak dapat diimbangi lagi oleh daya serap dan lowongan-
lowongan pekerjaan/kesempatan kerja yang ada. Sasaran atau objek 
penggarapan dan proyek rintisan ini adalah kaum fuqara yaitu orang-orang 
yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping kepada para fakir, juga kepada 
para putus sekolah, atau para murid/santri yang telah menyelesaikan 
studinya, dan tidak melanjutkan belajar, serta belum juga memperoleh 
pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki 
usaha namun macet, atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam 
memberikan permodalan itu dapat diberikan kepada perorangan atau 
kepada kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal 
berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. 
4. Program Pelayanan Kesehatan 
Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program 
pendayagunaan zakat adalah masalah pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum 
merata, disamping kemampuan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri 
belum dapat menjangkaunya (al-Shawi & al-Mushlih, 2001). Zakat sebagai 
konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya 
bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam 
dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan zakat dalam arti tersebut, bisa 
sebagai penafsiran dari kata”Fisabilillah” yang oleh kebanyakan ulama 
diartikan sebagai kepentingan umum. 
5. Panti Asuh 
Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim, 
telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau 
lembaga swasta, dikota maupun pedesaan (al-Shawi & al-Mushlih, 2001). 
Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran 
yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim). Di 
sini pesantren pun telah melakukan kerja pioneering, dengan mengizinkan 
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anak-anak itu hidup bersama di lingkungan pesantren. Pesantren telah 
member contoh bahwa umat Islam seharusnya lebih sungguh-sungguh dan 
bertanggung jawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini 
merupakan ibadah kepada Allah SWT, yang sangat terpuji. Pada umumnya 
masalah yang dihadapi dalam kegiatan penyantunan anak yatim piatu 
adalah mencakup segala proses pendewasaan atau pengasuhan anak 
tersebut, sehingga mampu berdiri sendiri, berguna bagi agama, 
masyarakat, dan negara.   
Dalam Ekonomi Islam, atau bahkan dalam ajaran Islam sekalipun, 
dengan melihat keumuman konteks statementnya, termasuk misi pertama 
Nabi Muhammad SAW pada periode Mekkah adalah membebaskan 
masyarakat dari kemiskinan (Q.S. Al-Balad: 6), tanpa membedakan ras, 
suku, bangsa, dan bahkan agama sekalipun. Dan Nabi SAW sendiri pernah 
bersabda, “sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bisa 
memberikan manfaat bagi manusia lainnya” (khairun naas anfa‘ahum lin 
naas). 
C. Saran-saran 
Pesantren-pesantren kini menyadari untuk melakukan perubahan-
perubahan dan pembangunan yang menekankan pada hal-hal yang 
material, walaupun tetap didasari pedoman agama. Hal itu banyak 
dilakukan oleh pesantren-pesantren kombinasi. Pesantren-pesantren 
modern dan tradisional banyak yang tidak mempunyai tujuan demikian 
sekalipun efek pendidikannya bisa berpengaruh kepada masyarakat secara 
langsung. 
Demikian itu karena pesantren sendiri telah mengikut kepada 
perkembangan zaman berupa modernisasi dalam sistem pendidikan dan 
organisasinya. Pengakuan pihak pesantren dan juga yang daripada luar 
pesantren mengungkapkan bahwa di pesantren sendiri telah terjadi 
pembangunan. Pembangunan di pesantren itu ditandakan dengan: 
1) Adanya sikap terbuka dari pihak pesantren; 
2) Adanya institusi-institusi modern seperti sekolah dan yayasan di 
dalam pesantren; 
3) Sistem pembelajaran yang sudah terukur; 
4) Prinsip berdiri sendiri dalam pembiayaan; 
5) Manajemen keuangan secara pembagian tugas; 
6) Terdapatnya institusi-institusi yang diperlukan untuk menyokong 
pengembangan dan efisiensi pesantren; 
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7) Terdapatnya alat-alat teknologi yang bisa mempermudah 
administrai pesantren; 
 
Pesantren memang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap 
pembangunan masyarakat di pedesaan. Besarnya peranan pesantren itu 
boleh dilihat dari besarnya pengakuan dan penghargaan orang terhadap 
pesantren dan peranannya dalam pembangunan masyarakat desa. 
Peranan pembangunan pesantren itu boleh dilihat pada: 
1) Terdapatnya kesesuaian antara sumber daya manusia pesantren 
dengan keperluan pembangunan di desa; 
2) Adanya dana yang memadai; 
3) Adanya sumber manusia; 
4) Pesantren bersemangat terhadap pembangunan; 
5) Ada waktu luang; 
6) Dan sebagainya. 
 
Walaupun begitu, tidak semua aspek pembangunan boleh dibuat 
oleh pesantren. Kemudian, walaupun pesantren bukanlah institusi ekonomi, 
namun ianya boleh memberikan sumbangan ekonomi yang cukup berarti 
bagi pembangunan masyarakat desa. Peranan pesantren untuk kehidupan 
ekonomi desa memang tidaklah terlalu signifikan, tetapi bolehlah jika ia 
diakui partisipasinya. Pendapat umum di Kabupaten Tasikmalaya 
menyatakan bahwa sumbangan tersebut ada dalam 50% bagus. 
Pembangunan ekonomi dari pesantren itu bisa dilihat dari aspek-aspek 
ekonomi seperti: 
1) Perdagangan profesional di desa; 
2) Kehidupan industri kecil di desa; 
3) Pertumbuhan sektor jasa; 
4) Peningkatan taraf hidup masyarakat; 
5) Peningkatan permodalan ekonomi desa; 
6) Ketersediaan pesantren dalam lapangan kewirausahaan seperti: 
koperasi, bengkel, bank muamalat, sawah, industri kecil, kebun, 
kolam, dan ternakan. 
 
 Pembangunan di bidang sumber daya manusia memang merupakan 
tugas utama pesantren. Penilaian umum menunjukkan bahwa pesantren 
memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap bidang pembangunan 
ini. Hal itu bisa dilihat dari tingginya penilaian pada aspek-aspek 
pembangunan sumber manusia seperti: 
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1) Tersebarnya alumni pesantren dalam pelbagai lapangan kerja; 
2) Latihan ketenagakerjaan oleh pesantren; 
3) Pembukaan kesempatan kerja oleh pesantren; 
4) Pengembangan sumber manusia oleh pesantren melalui latihan, 
silaturahim, temu pengusaha, temu pembesar, program kerajaan, 
dan program LSM; 
5) Besarnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan agama 
sekaligus pendidikan lainnya. 
6) Besarnya minat masyarakat untuk menambah pendidikan/latihan 
dalam pelbagai bidang kehidupan. 
 
Demikianlah, dalam aspek ekonomi dan manajemen sumber daya 
manusia, pesantren telah memberikan sumbangan terbaiknya bagi 
pembangunan masyarakat desa. Memang peranan tersebut sudah biasa 
terjadi selama berabad-abad sebelumnya. Bedanya adalah bahwa 
pesantren dulu ikut serta dalam pengembangan kehidupan pertanian 
(agrarian society), sekarang pesantren telah mampu berpartisipasi dalam 
pengembangan kehidupan industri (industrial society). Oleh itu, pesantren 
sudah mampu menjembatani antara kehidupan desa (rural life) dengan 
kehidupan kota (urban life) (Rahman, 2003).  
Demikian ini karena perkotaan dengan kehidupan modernnya pun 
adalah pula lahan dakwah Islam yang perlu diarungi. Sementara, jika 
kemampuan para santri hanya dalam bidang pertanian dan bercocok tanam 
saja, nampaknya mereka akan mendapat kesusahan untuk hidup di kota. 
Dengan demikian, diperlukan adanya pendidikan dan keterampilan yang 
berasal dari kemodernan seperti pembelajaran komputer, manajemen 
modern, manajemen kewangan, pendidikan kewartawanan (jurnalistik) dan 
sebagainya di lingkungan pesantren (Mustari & Rahman, 2010). 
Kemudian dalam masalah manajemen, pesantren yang berasal dari 
budaya transmisi pengetahuan secara dari mulut ke mulut (oral tradition), 
terkesan sangat kurang rapi, karena tidak terdokumentasi. Pesantren 
sangat kekurangan budaya tulis (literal tradition), termasuk dalam hal 
pembelajaran. Selama ini, pelbagai peraturan ataupun manajemen 
bertumpu kepada perorangan, tidak secara kelembagaan dengan 
peraturan yang tertulis. Ketiadaan pengurusan yang rapi ini akan 
mengakibatkan kesalahfahaman pelbagai pihak karena tidak ada pegangan 
yang dijadikan pedoman bersama. Oleh karenanya, disarankan kepada 
pihak yang mengurusi pesantren dan para ustadz untuk selalunya 
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bermusyawarah yang kemudian bisa menghasilkan pelbagai aturan dan 
sistem pengurusan yang disepakati bersama dan dijalankan dengan baik. 
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